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ABSTRAK 

Perkara Nomor 30/Pailit/2002/PN/Niaga/Jkt.Pst sengketa antara Nyoman 

Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak 

Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., yakni suatu 

Perusahaan Multinasional dari Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia. 

Perusahan Australia ini telah mempunyai 12 Kreditur di Indonesia yang sudah 

jatuh waktu pembayaran utangnya. Sehingga dimohonkan pailit di Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat oleh para kreditur. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

memutuskan tidak menerima permohonan pailit tersebut karena perusahaan 

Multinasional tersebut tidak berkedudukan secara resmi atau mempunyai kantor 

perwakilan di Indonesia. Dalam perkara kepailitan lintas batas Negara seperti ini 

terlihat bahwa hakim hanya melihat dari segi legalitasnya saja. Tanpa 

menggunakan pandangan Hukum Perdata Internasional yang terkadung dalam 

Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan ini 

menjadi sangat signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim 

Pengadilan Niaga yang tidak menerima permohonan pailit dalam Perkara nomor 

30/Pailit/2002/PN/Niaga/Jkt.Pst terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co 

(Australia) Ltd,  apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku di Indonesia mengenai Kepailitan serta bagaimana upaya hokum 

para pemohon pailit atas tidak diterimanya permohonan pailit tersebut. 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan 

penelitian Yuridis Normatif yang bersifat persefektif untuk menganalisis persoalan 

hukum kepailitan lintas batas Negara dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai kepailitan yang berlaku dan cara mengoperasionalkan peraturan 

perundang-undangan tersebut dalam permasalahan kepailitan serta ditambahkan 

dengan beberapa pendapat para ahli. 

 

Hakim Pengadilan Niaga memutuskan tidak menerima permohonan pailit 

tersebut dikarenakan perusahaan multinasional dari Australia tidak terbukti 

memiliki agen atau kantor perwakilan secara legal di Indonesia. Sehingga Pasal 2 

ayat (4) UU No. 4 Tahun 1998 tidak dapat terbukti. namun, putusan dalam 

perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 3 AB, dan Pasal 100 

Rv, yang menyatakan dimana permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat 

kedudukan pihak kreditor. Disamping itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 

(1) UU Kepailitan yang mengatur mengenai unsur-unsur Kepailitan. Sebab 

perusahaan tersebut sudah dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal tersebut.  

Upaya Hukum bagi Pemohon Pailit dapat mengajukan permohonan kembali ke 

Pengadilan Indonesia dan Pemohon Pailit dapat mengambil jalur alternative 

melalui Konsultasi, Negosiasi, dan Arbitrase Internasional atau dari pihak ketiga 

yang disepakati para pihak.  

Kata Kunci : Kepailitan, Lintas Batas Negara, Perusahaan Multinasional. 
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MOTTO 

TEMUKAN POTENSI DALAM DIRI 

TINDAKAN DENGAN AKSI NYATA 

PENGORBANAN DALAM SUATU TINDAKAN NYATA YANG 

TERBILANG BERAT. NAMUN, BERMANFAAT UNTUK KESELURUHAN 

ADALAH BAGIAN UNTUK KESUKSESAN DALAM KEHIDUPAN. 

KARENA SUATU HASIL TIDAK AKAN MENGKHIANATI 

PENGORBANAN DALAM SUATU USAHA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam kegiatan bisnis dari masa ke masa mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. Tidak hanya di lingkup satu negara saja melainkan 

sampai antar negara dalam melakukan kegiatan bisnis. Hal ini terlihat dari 

semakin berkembangnya arus bisnis dari suatu negara ke negara lain. Kegiatan 

bisnis ini dapat kita lihat dari banyak hal misalnya melalui ekspor impor, 

investasi,  perdagangan jasa, lisensi, waralaba,  joint venture, atau kegiatan bisnis 

lainnya.
1
 

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1966 mulai mengadakan pendekatan 

bisnis baru dalam kebijaksanaan ekonominya, yaitu dengan jalan mengundang 

kembali masuknya pemodal asing ke Indonesia. Sehingga pemerintah dikala itu 

mengundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing (UUPMA). Dalam waktu yang singkat, UUPMA ini telah berhasil 

mengundang perusahaan modal asing, dan juga selang beberapa tahun saja, 

Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang disukai oleh perusahaan 

multinasional.
2
 

Perusahaan asing yang masuk di Indonesia kebanyakan dalam rangka 

Penanaman Modal yang berbentuk joint venture atau joint entreprise yang 

                                                           
1
 Warren J. Keegan, Global Marketing Management, seventh edition, (Unitied State: 

Prentice Hall, 2002), hlm. 11. 

2
 T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1987), hlm.29. 



 
2 

  

 

 

melibatkan perusahaan lokal asal Indonesia. Selain itu, juga perusahaan asing 

yang menjalankan perusahaan di Indonesia tidak dalam rangka penanaman modal. 

Melainkan menjalankan perusahaannya di wilayah Indonesia dengan bekerja sama 

dengan warga negara Indonesia. Seringkali perusahaan untuk dapat berkembang 

tidak dapat menghindar untuk berutang dengan pihak lain. Utang bagi perusahaan 

tidaklah hal buruk, asal masih dapat membayar kembali utang-utang tersebut.
3
 

Perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur disebut 

perusahaan yang solvabel. Sebaliknya ada juga perusahaan yang menjalankan 

usahanya sering merugi. Sehingga memungkinkan perusahaan tersebut pada 

akhirnya sampai pada keadaan tidak mampu untuk membayar utang.
4
 Apabila  

keadaan berhenti membayar benar-benar terjadi atau menjadi kenyataan sehingga 

jatuh tempo pembayaran hutang dan tidak ada aset lagi yang dapat diuangkan. 

Maka, salah satu jalan yang singkat adalah permohonan kepailitan (bankrupty).
5
 

Kepailitan sendiri merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh 

kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur.
6
 Dengan kata lain, kepailitan 

adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu lagi membayar utang-

utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam Black’s Law Dictionary, Definisinya 

yaitu” Bankrupt: the state or condition of a person (individual, partnership, 

                                                           
3
 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, (Jakarta: 

Djambatan, 1984), hlm. 27. 

4
 Ibid,. hlm. 30.  

5
 Mutiara Hikmah, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara 

Kepailitan, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 1. 

6
Fred B.G. Tumbuan, “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Tesis, 

(Teaching Materials Hukum Perusahaan dan Kepailitan Program Megister Pascasarjana FH UI 

Tahun Akademik 1999/2000), hlm. 1. 
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corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became 

due”.
7
 

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap negara memperbarui hukum 

terkait pengaturan kepailitan untuk mengatur kegiatan bisnis antarnegara yang 

memungkinkan adanya ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi utang-

utangnya kepada kreditur. Hal ini dilakukan juga oleh negara Indoneisa setelah 

mengalami krisis moneter tahun 1997 yang melanda beberapa negara di Asia 

termasuk Indoneisa.
8
  Krisis moneter ini menjadi salah satu penyebab turunnya 

nilai rupiah terhadap dolar amerika sampai saat ini. Hal tersebut juga berakibat 

banyak bagi penguasa Indonesia yang tidak mampu lagi membayar utang-utang 

mereka  (dalam voluta asing) terhadap kreditur luar negeri, bahkan ada yang 

berhenti membayar utang-utang mereka yang telah jatuh tempo. Bagi kreditur 

tanpa jaminan (unsecured), keadaan tersebut menjadi persoalan karena tidak ada 

aset yang dapat diuangkan oleh kreditur satu jalan singkat untuk memperoleh 

pembayaran (meskipun hanya sebagian) adalah proses kepailitan. 

Begitu pula bagi debitur yang berasal dari luar Indonesia, untuk 

menghidari kejaran penagihan kreditur lebih baik mengajukan permohonan 

kepada pengadilan agar dinyatakan pailit. Sedangkan bagi kreditur dengan 

jaminan (secured) secara yuridis, apabila debitur berhenti membayar tidak perlu 

terlalu resah. Para kreditur yang memegang jaminan berhak menjual jaminan 

                                                           
7
 Black’s Law Dictionary, Sixth edition, (St. Paul Minnesota, West Publishing & Co. 

1990), hlm.147. 

8
 Selain Indonesia, terdapat beberapa negera asing yang juga terkena dampak dari krisis 

moneter, yaitu Korea Selatan, Vietnam, dan Philipina. Lihat : (Doty Damayanti, “Kegelisahan 

Perekonomian Indonesia”, Kompas, (25 September 1998), hlm. 21. 



 
4 

  

 

 

untuk pelunasan. Dalam peraturan kepailitan yang lama (sebelum undang-undang 

baru), para kreditur yang memegang hak jaminan dapat menjual barang jaminan 

tanpa terpengaruh debitur dinyatakan pailit. 

International monetary Fund/IMF (Badan Internasional yang 

memeberikan bantuan pinjaman dana keuangan) sebagai pemberi utang kepada 

pemerintah Indonesia berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter tidak 

terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari pengusaha 

Indonesia atau pengusaha asing yang mempunyai utang warga Negara Indonesia. 

Oleh karena itu, IMF mendesak agar pemerintah RI segera mengganti atau 

merubah peraturan kepailitan yang berlaku, (yaitu Faillisement Verordering) 

sebagai sarana agar utang-utang pengusaha Indonesia serta pengusaha asing 

terhadap krediturnya dapat segera terselesaikan. 

Atas desakan IMF tersebut, maka pada tanggal 22 April 1998, lahirlah 

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (disingkat Perpu Kepailitan). 

Setelah lima bulan kemudian, pemerintah RI menetapkan Perpu tersebut menjadi 

Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sejak 

diundangkannya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, dibentuklah 

pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang bertugas untuk 

menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara di bidang kepailitan. 



 
5 

  

 

 

Pengadilan Khusus yang berwenang menetapkan seseorang, perusahaan atau 

badan usaha dalam keadaan pailit adalah pengadilan Niaga.
9
 

Dalam ranah memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk 

melindungi para pihak yang menjalankan usaha secara lintas batas negara. Negara 

Indonesia disamping mengundangkan terkait  Undang-Undang Penanaman Modal 

Asing dan Kepailitan. Negara Indonesia juga menjalin kerja sama dalam ranah 

perjanjian bilateral dan perjanjian ekstradisi. Hal ini terbukti dengan adanya 

perjanjian bilateral mengenai investasi dengan negara Australia yang diatur dalam 

Australian Treaty Series 1993 no.19 dan Perjanjian Ekstradisi yang sudah 

diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994. 

Hal ini membuktikan keseriusan Indonesia dalam melindungi para pihak 

yang melakukan kegiatan Bisnis lintas batas negara. Selaras dalam mewujudkan 

prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau 

peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum 

yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan 

prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki institusi aparat 

penegak hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menciptakan 

keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak hukum tersebut terdiri dari 

Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat. Dalam menjalankan  tugasnya  mereka  
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mempunyai  peran  dan tugas  masing-masing yang saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan. 

Kedudukan aparat dalam pelaksanaan peradilan merupakan subsistem 

yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan 

menyeluruh,  sehingga  harus dipikirkan  langkah-langkah  yang menuju  suatu 

pelembagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola law 

enforcement  centre,  yaitu  suatu  lembaga  yang  menghimpun  mereka  dalam 

sistem penegakan yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum. Dalam 

sentra tadilah berlangsung  proses penegakan  hukum mulai dari penyidikan, 

penuntutan,  dan peradilan.  Sehingga,  dalam  penertiban  aparat  yang pertama 

kali dilakukan ialah tindakan pembentukkan dan penjernihan fungsi dan 

wewenang di antara sesama instansi aparat penegak hukum.
10

 

Pembentukan dan penjernihan wewenang dalam ranah peradilan telah 

diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

Pada hal ini mengenai hakim dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara. 

Di mana, Hakim menjadi pemutus akhir dari suatu perkara. Sehingga, putusan 

hakim dalam menegakan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan.  

Menimbang dengan seksama dalam arti ketentuan putusan hakim lebih 

cenderung tidak begitu dalam memaknai atau mengkaji ketentuan Pasal 23 

Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya ayat (1). 

Hal ini terlihat dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan ranah hukum 
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 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ketujuh, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 65. 
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perdata Internasional yang dalam hal ini berkaitan dengan perkara kepailitan 

perusahaan multinasional.  

Salah satu perkara tersebut adalah perkara nomor 84/Pailit 

/2000/PN/Niaga/Jkt.Pst. yakni perkara antara perusahaan Jepang dengan 

perusahaan Belanda yang berkedudukan di Indonesia. Perkara ini berkaitan 

dengan tidak diterimanya permohonan pailit yang diajukan perusahaan Jepang 

kepada perusahaan Belanda. Hal tersebut karena surat kuasa dari perusahaan 

Jepang keabsahannya tidak sesuai prosedur. Padahal, perushaan Belanda ini sudah 

memenuhi syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1998 tentang Kepailitan mengenai adanya utang yang sudah dapat ditagih 

karena jatuh tempo dari kreditur atau lebih yang sudah jatuh tempo. 

Hal ini serupa juga dengan perkara nomor 30/ Pailit/ 2002/ PN/ Niaga/ 

Jkt.Pst. sengketa antara Nyoman Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai 

Pemohon Pailit melawan pihak Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co. 

(Australia) Ltd., yakni suatu perusahaan multinasional dari Australia yang 

menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Asia termasuk di Indonesia. 

Perusahaan Australia ini telah mempunyai 12 Kreditur di Indonesia yang sudah 

jatuh waktu pembayaran utangnya. Sehingga dimohonkan pailit di Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat oleh para kreditur yang diwakili oleh Bapak Nyoman 

soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

memutuskan tidak menerima permohonan pailit tersebut karena perusahaan 

multinasional tersebut tidak terbukti berkedudukan di Indonesia dan tidak 
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mempunyai kantor perwakilan yang sesuai dengan peraturan Perusahaan dan 

Penanaman Modal Asing di Indonesia.  

Dalam Perkara Kepailitan Lintas batas Negara hakim hanya menggunakan 

satu pandangan peraturan saja. Sehingga, asas keadilan dalam menyelesaikan 

perkara dalam pengadilan tidak sampai kepada para pencari keadilan yang dalam 

perkara ini adalah para kreditur dari Indonesia. Terbukti bahwa 12 kreditur dari 

warga negara Indonesia tidak jelas mengenai utang yang dibawa oleh perusahaan 

multinasional tersebut.  

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak 

memperhatikan ketentuan-ketentuan Internasional yang berada dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang 

menyatakan, bahwa : Dalam hal debitor asing (tergugat) yang berkedudukan di 

luar negeri, sedangkan pihak kreditor (penggugat) berkedudukan di Indonesia. 

Maka Pengadilan Indonesia juga berhak untuk mengadili berdasarkan Pasal 118 

ayat (4) HIR, Pasal 3 Ab, dan Pasal 100 Rv, dimana permohonan pailit diajukan 

di pengadilan tempat kedudukan pihak kreditor, dalam hal ini Indonesia. 

Sedangkan, berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, Pengadilan 

Niaga di Indonesia juga berwewenang untuk mengadili debitor yang tidak 

berkedudukan di Indonesia sepanjang debitor tersebut menjalankan profesi atau  

usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. 
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Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Rv dimana orang asing atau 

WNA juga dapat diadili di Pengadilan yang terletak di Wilayah Hukum 

Indonesia. Maka, Debitur yang tidak berkedudukan di Indonesia tersebut. 

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, juga dapat 

berupa debitur asing yang tidak berkedudukan di Indonesia.  

Berdasarkan keseluruhan penjelasan serta penjabaran secara umum di atas, 

khususnya mengenai wewenang hakim dalam menangani perkara kepailitan di 

Pengadilan Niaga maka sesuai dengan Kekuasaan Kehakiman, Hakim dapat 

memutuskan perkara kepailitan dengan putusan dapat diterima atau tidak dapat 

diterima atas suatu permohonan kepailitan yang telah diajukan.  

Seperti halnya kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

dengan nomor perkara 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. sengketa antara Nyoman 

Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak 

Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., suatu perusahaan 

asing dari Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia dinyatakan tidak 

diterima. Padahal, Perusahaan asing tersebut mempunyai banyak kreditur yang 

sudah jatuh tempo dan belum dilunasi utang-utangnya.  

Secara ketentuan hukum yang berlaku, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permohonan pailit terhadap perusahaan asing asal Australia ini sudah dapat 

dikatakan pailit. Namun, Hakim dari pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan 

tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak 

berwenang dalam memutuskan permohonan pailit atas perusahaan asing ini.  
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Berawal dari alasan di atas, peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul” Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima 

Permohonan Pailit Perusahaan Multinasional di Indonesia (Analisis Putusan 

Nomor 30/Pailit/2002/ PN.Niaga/Jkt/Pst)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah 

sebagai berikut: 

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga yang tidak menerima 

permohonan pailit dalam putusan perkara nomor 30/Pailit/2002/PN. 

Niaga/Jkt/Pst terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia) Ltd, 

sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 

Negara Indonesia? 

2. Bagaimana upaya hukum para Pemohon Pailit atas tidak diterimanya 

permohonan Pailit terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia) 

Ltd oleh Pengadilan Niaga Negara Indonesia.? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang tidak menerima 

permohonan pailit dari kreditur ke perusahaan multinasional yang 

diputuskan di Pengadilan Niaga di Indonesia sudah sesuai dengan 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pemohon 

pailit atas tidak diterimanya permohonan pailit terhadap The Ostrich Meat 

& Marketing Co (Australia) Ltd yang menjalankan usahanya di wilayah 

Negara Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoretis 

maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan keilmuan hukum dalam bidang Hukum Kepailitan 

Lintas batas Negara pada umumnya serta sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian sejenis pada khususnya. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana 

keilmuan dalam bidang hukum khususnya perkara kepailitan lintas 

batas Negara bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, studi pustaka sangatlah penting 

sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk 

memastikan orisinalitas bahwa pertimbangan hakim yang tidak menerima 

permohonan pailit Perusahaan Multinasional yang menjalankan kegiatan 

usahanya di Indonesia dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

30/Pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt/Pst. sengketa antara Nyoman Soerabratha dan Ir. 

Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak Termohon The 

Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., suatu perusahaan asing dari 

Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia belum pernah diteliti atau 
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dibahas lebih jelas oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, kajian-kajian 

mengenai hukum perdata Internasional dalam putusan kepailitan telah banyak 

dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman 

yang telah didapat. 

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah 

yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari 

beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi 

pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. 

Beberapa karya ilmiah di antaranya adalah Tesis yang berjudul “Kajian 

Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam 

Hubungannya dengan Pengertian Sumir berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998 Tentang Kepailitan”.
11

 Tesis hasil karya Nenny Yulianny mahasiswa 

megister Kenotariatan universitas Diponegoro ini berbeda dengan penyusun tulis. 

Di mana tesis ini lebih menekankan pada kajian normatif Undang-undang 

Kepailitan. Sedangkan, Penyusun dalam skripsinya tidak hanya menganalisis 

dengan Undang-undang Kepailitan saja akan tetapi Penyusun akan menerangkan 

juga terkait perlindungan kreditur perusahaan asing yang tidak diterima 

kepalitannya di Indonesia. Disamping itu, berbeda pula pokok perkara yang akan 

dianalisis penyusun dengan tesis karya mahasiswi Program Studi Megister 

Kenotariatan Universitas Diponegoro. Adapun Persamaan dalam penulisan skripsi 
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Diponegoro, 2005). 
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ini terletak pada pengkajian Undang-undang Kepailitan dalam pengkajian pokok 

perkara yang diselesaikan di Pengadilan Niaga. 

Selanjutnya, karya ilmiah yang tertulis dalam Jurnal Hukum Universitas 

Brawijaya Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas 

Tidak Diterimanya Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asing yang 

Menjalankan Kegiatan Usahanya di Indonesia (Studi Putusan PN Niaga Jakarta 

Pusat Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST)”. Dalam karya tulis ini 

hampir memiliki kesamaan dengan tulisan penyusun. Persamaannya terletak pada 

perlindungan terhadap kreditur atas tidak diterimanya permohonan pailit 

perusahaan asing yang menjalankan usaha di wilayah Indonesia yang menjadi 

muatan dalam penulisan skripsi oleh penyusun. Namun, tentunya ada perbedaan 

dalam penulisan dua karya ilmiah ini yang lebih mengacu terhadap pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara kepailitan tersebut.
12

 

Selanjutnya karya Ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Susanti salah 

satu sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman yang 

berjudul “Penolakan Permohonan Kasasi dalam perkara kepailitan (Suatu 

Tinjauaan Yuridis terhadap Putusan 771 K/Pdt.sus/2010 Mahkamah Agung)”.  

Membahas mengenai ketidak puasan sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit 

sehingga hakim mempertimbangkan menolak permohonanan kasasi yang telah 
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 Dessi Firizki, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Tidak Diterimanya 

Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di 

Indonesia (Studi Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat Nomor: 

30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST)”. Jurnal, (Malang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum 

Brawijaya, 2003). 
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diajukan.
13

 Penulisan Srikpsi ini berbeda dengan penyusun tuliskan karena 

penyusun lebih mengupas terkait dasar pertimbangan Hakim dalam tidak 

menerima permohonanan kepailitan di tingkat pertama. Persamaan dalam 

penyusunan skripsi ini dengan skripsi karya Susanti ini terletak pada studi 

terhadap putusannya. 

Karya ilmiah selanjutnya berjudul “Pembatalan Putusan Pailit Akibat 

Adanya Utang yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam Perjanjian 

Kerja Sama (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012) ”. 

Karya ilmiah  yang ditulis Syah Yannuar Ariefandi, Kopong Paron Pius, Iswi 

Hariyani Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) 

ini lebih menekankan pada pembatalan yang diputuskan Hakim dikarenakan 

disaat melakukaan upaya hukum terdapat ketidaksesuaian fakta yang ada. 

Sehingga, berbeda dengan apa yang penulis tulis dalam karya ilmiahnya.
14

  

Selanjutnya karya ilmiah berupa skripsi diantaranya adalah skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Internasional atas Putusan Perkara Kepailitan 

Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus: Putusan 

MARI No.033/K/N/2006 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/Pailit/2006/PN. 

Niaga/JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No. 03/ pailit/ PN.Niaga. 
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 Susanti,” Penolakan Permohonan Kasasi dalam Perkara Kepailitan (Suatu Tinjauan 

Yuridis terhadap Putusan 771 K/Pdt.sus/2010 Mahkamah Agung)”. Skripsi, (Purwakerto: Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirma, 2013). 
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tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam Perjanjian Kerjasama (Kajian Putusan Mahkamah 

Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012) ”. Jurnal, (Jember: Jurnal Lentera, Fakultas Hukum, Universitas 
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JKT.PST)”. 
15

 Skripsi hasil karya Yulius Ibrani salah satu Sarjana Hukum dari 

Universitas Indonesia ini berbeda dengan penyusun tulis. Di mana skripsi buah 

karya Julius Ibrani ini lebih menekankan pada teori Hukum Perdata Internasional 

dan perbandingan sistem kepailitan di Indonesia dan Amstredam. Sedangkan 

Penyusun dalam skripsinya tidak hanya menerangkan teori Hukum Perdata 

Internasional dalam kepailitan saja. Namun, Penyusun menerangkan juga terkait 

tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadap perlindungan kreditur perusahaan 

asing yang tidak diterima kepalitannya di Indonesia. Di samping itu, berbeda pula 

putusan yang akan dianalisis penyusun dengan skripsi karya Sarjana Hukum 

Universitas Indonesia ini. Adapun persamaan dalam penulisan skripsi ini terletak 

pada tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadapat perkara Kepailitan 

Perusahaan Asing di Indonesia. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Teritorial 

Tokoh-tokoh teori ini adalah : Dicley, Beale, dan schmithoff. Teori 

teritorial bertitik tolak dari pengertian kedaulatan (sovereignty) dalam arti 

Hukum Internasional publik dan merupakan pengembangan modern dari teori 

statuta Belanda yang dikembangkan oleh Ulrik Huber dan Johannes Voet. Di 

Amerika Serikat, dikembangkan teori teritorial ini di dalam The First 
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 Yulius Ibrani,” Tinjauan Hukum Perdata Internasional atas Putusan Perkara Kepailitan 

Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus: Putusan MARI 
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Restatement on Conflict of Laws sebenarnya menjadi awal dari penggunaan 

pendekatan tradisional. Prinsip dasar teori ini adalah : 

“Sistem Hukum yang diberlakukan di dalam buku peradilan suatu 

negara pada dasarnya adalah sistem hukumk intern negara itu; 

sistem-sistem hukum asing (negara lain) hanya akan diberlakukan 

dan/ atau dipertimbangkan sejauh penguasa/ pemegang kedaulatan 

di Negara forum mengizinkannya.” 

Prinsip ini tampak sejalan dengan asas yang dikenal dalam hukum 

internasional (Publik), yaitu asa comitas gentium (sopan-santun antarbangsa) 

yang dipelopori oleh Ulrik Huber sebagai pencetus teori statuta Belanda. Teori 

ini adakalanya dianjurkan untuk digunakan demi terciptanya keadilan dalam 

penyelesaian perkara-perkara HPI seandainya ketidakadilan (Injustice) dapat 

terjadi jika hukum asing yang relevan ternyata diabaikan. Dalam 

perkembangannya, asa comitas gentium ini lambat laun memperoleh 

interprestasi modern yang kemudian menjadi terkenal sebagai doktrin tentang 

hak-hak yang diperoleh (the doctrine of verted rights)
16

, yang berpandangan 

bahwa : 

“Forum suatu negara pada prinsipnya tidak pernah memberlakukan 

hukum asing dalam arti seperti itu, melaikan hanya berurusan 

dengan hak-hak yang telah diterbitkan berdasarkan hukum asing 

tertentu yang harus dibuktiakan keberadaanya sebagai fakta di 

depan forum.” 

Profesor Joseph E. Beale yang menjadi repoter dalam penyusunan The 

First Restatement-conflict of Laws Amerikan Serikat pada tahun 1935 

menyatakan bahwa : 
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 Prof.G.C. Cheshire menggunakan sebutan Theory of Acquired Rights. Lihat lebih 

lanjut, Private International Law, 1992, hlm. 27 dst. 
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“A Right having been created by the approprivate law, the 

rocognitation of its existence should follow everywhere. Thus an 

act valid where done cannot be called in question anywhere.”
17

 

Jadi dalam HPI forum pada dasarnya tidak mengakui atau memberlakukan 

hukum asing di dalam wilayah yuridiksinya, tetapi hanya mengakui hak-hak 

yang sudah diterbitkan secara sah berdasarkan hukum asing. Cara berpikir 

tersebut yang mendorong para pendukung teori ini beranggapan bahwa dalam 

perkara HPI forum tidak perlu membedakan antara fakta dan hukum karena HPI 

berfungsi untuk mengakui hak-hak asing yang telah diperoleh secara sah sebagai 

fakta dan bukan dalam arti memberlakukan hukum asing. Namun, forum juga 

tetap memiliki kewenangan untuk mengabaikan hak-hak yang telah diperoleh 

berdasarkan hukum asing itu, dengan menggunakan alasan demi ketertiban 

umum. 

Teori ini memberikan sumbangsih penting bagi HPI dalam arti bahwa 

melalui teori ini orang dapat menyadari bahwa dalam menjawab persoalan 

hukum apa yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan suatu perkara yang 

mengandung unsur-unsur asing selalu dapat dilihat bahwa forum menghadapi 

dua sisi dari satu persoalan yang sama. bahwa di satu pihak, pengakuan atas hak-

hak yang terbit berdasarkan hukum asing dapat selalu diberikan demi keadilan 

dalam menyelesaikan perkara, melalui recognation of vested or acquired rights. 

Namun, di lain pihak, kedaulatan negara forum dapat selalu mengesampingkan 

hak-hak asing itu apabila pengakuan terhadap hak-hak asing itu dianggap in 

contrary to the public interests of the forum. 
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2. Teori Hukum Lokal (the Local Law Theory) 

Teori ini dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 30-an dengan 

tokoh utamanya Prof. Walter Wheeler Cooke. Teori ini dapat dipandang sebagai 

usaha untuk menerapkan prinsip teritorial secara lebih radikal. Titik teori ini 

adalah : 

“tidak ada badan peradilan suatu negara yang menerapkan kaidah-

kaidah hukum negara lain, selain kaidah-kaidah hukum dari sistem 

hukumnya sendiri.” 

Selanjutnya, Prof. Cooke menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara-

perkara yang mengandung unsur asing, pengadilan selalu: 

“.... alaways applies its own to the case, but in doing so adoptr and 

enforces as its own law rule of decision identical, or at latest higly 

similar though not identical in scope, with a rule of decision in the 

system of law in force in another state or country with which some 

or all of the foreign elements are connected.”
18

 

Berdasarkan titik tolak ini, tidak ada pengadilan yang harus 

memberlakukan suatu hak asing begitu saja. Dalam sistem conflict of laws 

Amerika Serikat, terhadap pernyataan, misalnnya pemberian ganti rugi akibat 

suatu perbuatan melawan hukum yang seluruhnya dilakukan disuatu negara 

asing harus dilaksanakan dan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat asing 

itu? Menurut Prof. Cooke, tidak perlu! Karena yang dimaksudkan dengan 

“penerapan hukum asing” tidak pernah berarti bahwa forum harus menyerahkan 

seluruh berkas perkara itu ke pengadilan negara asing yang bersangkutan untuk 
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 Cooke Walter Wheeler, Logical and legal Basis of the Conflict of Law, (Cambridge, 

Massachusetts, 1942), hlm. 111. 
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diselesaikan suatu gugatan ganti rug, hal itu dilakukan semata-mata demi 

pemenuhan tuntutan kebutuhan sosial (social convenience) saja untuk 

memberikan ganti rugi dengan cara yang semirip mungkinm dengan aturan 

tentang hal itu yang dikenal di negara asing yang bersangkutan. 

Jadi forum dalam hal ini tidak mengakui, memberlakukan, atau 

menerapkan suatu hak atau hukum asing, tetapi hanya mkenerapkan suatu hak 

yang diciptakannya sendiri, dengan mempertimbangkan kemiripannya dengan 

hak atau lembaga hukum sejenis yang dikenal di dalam sistem hukum asing 

tertentu.
19

 

Cooke lebih jauh menyatakan bahwa hukum dalam arti pregmatik 

sebenarnya lebih dari sekedar prediksi tentang apa yang akan diputuskan oleh 

seorang hakim dalam pemutusan sebuah perkara. Karena itu,  konsep-konsep 

hukum yang dikenal di dalam lex fori dalam perkara-perkara HPI harus 

digunakan secara relatif dan fungsional. Dalam menghadapai masalah-masalah 

HPI hakim tidak perlu memberikan penafsiran yang identik dengan konsep-

konsep lex fori yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

domestik. 

Pendekatan Prof. Cooke ini sebenarnya mirip dengan pandangan Hans 

Kelsen tentang HPI yang menganggap bahwa : 

“dalam kasus-kasus tertentu., hukum dari suatu negara akan 

mengarahkan pranata-pranata hukumnya sedemikian rupa sehingga 
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asas-asas hukum yang dikenal secara lokal dapat tetap diterapkan, 

tetapi mengandung aturan hukum yang sama dengan ketentuan-

ketentuan sejenis yang dikenal di dalam suatu sistem hukium 

asing.” 

3. Teori Inkorporasi 

Menurut teori ini  suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia 

didirikan atau dibentuk, yakni ada negara yang hukumnya telah diikuti sewaktu  

mengadakan  pendirian atau pembentukan badan hukum tersebut. 

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1995 Tentang  Perseroan 

Terbatas dan RUU HPI Indonesia pasal 7 teori inkorporasi dianut di 

Indonesia dalam menentukan  hukum yang berlaku  bagi suatu badan 

hukum. 

Pilihan Forum dan Pilihan hukum dapat menimbulkan masalah, jika 

pengadilan yang dipilih bukan  pengadilan di negara tempat dieksekusinya 

putusan pengadilan, misalnya jika yang dipilih bukan pengadi 

lan di negara tempat dimana asset debitor pailit terletak. Putusan hakim 

dari negara tertentu hanya dapat dilaksanakan di dalam wiliyah negara itu 

sendiri dan tidaklah dapat dilaksanakan di negara lain. Di Indonesia sendiri 

putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di dalam wilayah  

Republik  Indonesia, terutama putusan hakim asing yang bersifat 

penghukuman (condemnatoir).
20

 Larangan  untuk melaksanakan putusan 

asing d i wilayah  Republik Indonesia muncul karena dianggap sebagai suatu 

pelanggaran  terhadap asas kedaulatan negara  RI sebagai negara merdeka dan 
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 Gautama (d), Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan,..., hlm.281. 
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berdaulat.
21 

Hal ini disebabkan berlakunya prinsip teritorialitas atau asas 

kedaulatan territorial (Principle of territorial sovereignty) yang mensyaratkan 

bahwa putusan yang ditetapkan di luar negeri tidak dapat secara langsung 

dilaksanakan dalam wilayah lain atas  kekuasaan sendiri.
22

 

Namun, keputusan hakim asing yang tidak meminta diadakannya 

eksekusi terhadap harta  benda  yang  terletak  dalam  wilayah Republik 

Indonesia dapat diakui sepanjang peradilan luar negeri yang memutuskan ini 

memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan 

tersebut memang telah dibuat secara  sah (ke putusan  yang bersifat  

declaratoir dan constitutive).
23

  Hal ini karena  pada umumnya keputusan-

keputusan declaratoir dan constitutive ini tidak memerlukan pelaksanaan.
24

 

Keputusan-keputusan semacam ini hanya menciptakan hak-hak dan  

kewajiban-kewajiban dari orang yang bersangkuktan dalam hubungan tertentu  

dan  karenannya   mudah  diakui  oleh  hakim  luar  negeri (dimana keputusan  

dibuat).
25
 

Berdasarkan  pasal 436  Rv ialah keputusan luar negeri  pada 

umumnya tidak dapat dilaksanakan  didalam wilayah  negara Indonesia. Namun 

hal itu hanya dibatasi  pada putusan hakim asing yang bersifat condemnatoir. 
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Berdasarkan pasal  tersebut putusan  hukum asing tidak dapat dijalankan di 

Indonesia, sehingga secara analogi. Maka putusan   hakim Indonesia yang 

menyatakan pailit, tidak dapat dijalankan di luar negeri.
26

 

Hal-tersebut pun tidak terlepas dari asas kedaulatan territorial 

(Principle of territorial  sovereignty) yang berdasarkan prinsip tersebut 

keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam 

wilayah negara dalam atas kekuatanuya  sendiri. Terlebih dengan apabila  

tidak adanya perjanjian intemasional antara Indonesia dengan negara lain. 

sehingga keputusan-keputusan asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah RI. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan 

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan 
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 Pasal 436 Rv Berbunyi antara lain: 

l .Diluar  keadaan-keadaan  yang  disebutkan   dalam  pasal   724  Kitab   Undang• 

Undang  Hukum  Dagang  dan undang-undang  lain, maka putusan-putusan  hakim  negeri 
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Cetakan  Kedua,  (Jakarta: N,V, Van Drop & Co, 1954), hlm. 40. 
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terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.
27

 Oleh karena 

itu, penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengambil 

data-data dari studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian 

Kepustakaan ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif deskriptif 

kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan 

dengan penelitian non reaktif, karena penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif yang menjadikan data-data yang bersfiat teoritis dan dokumentasi 

yang ada diperpustakaan.
28

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

persepektif
29

, yaitu menganalisis persoalan hukum dengan aturan yang berlaku 

dan cara mengoperasionalkan aturan tersebut dalam peristiwa hukum. 

Sehingga merujuk pada Perudang-undangan (Statue Approach) dan 

Analitis (Analytical Approach).  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini 

dengan teknik kepustakaan melalui menelaah buku-buku yang relevan dengan 
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masalah yang dibahas.
30

 Dengan mengunakan beberapa bahan Hukum 

dianataranya : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang 

dibentuk dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, 

dan/ atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan 

diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula 

oleh aparat Negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang 

digunakan adalah:  

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) 

3) Reglement op de Rechtsvordering (RV) 

4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan 

5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing (UUPMA) 

7) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia dirubah menjadi Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan  Kehakiman dan Dirubah menjadi 

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. 
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8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki 

kaitan dengan objek penelitian 

9) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor  

30/PAILIT/2002/ PN.NIAGA/JKT.PST. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya  dengan bahan hukum primer dan dapat yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa 

literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensklipodia.
31

 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Yuridis Normatif yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang tertutup 

otonom, terlepas dari perilaku kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma 
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 Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT 
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hukum.
32

 Peneliti mencoba memfokuskan dan menjawab permasalahan dari 

segi kaca mata hukum dan mengabaikan norma lain selain hukum.  

5. Teknik Analisis Data   

Bahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dengan cara teks 

normatif yaitu penyajian dalam bentuk uraian yang mendasarkan pada teori 

yang disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang 

diperoleh dihubungkan sedemikian rupa satu dengan yang lainnya dan 

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab 

permasalahan yang ada.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, penyusun sementara 

membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut : 

Bab Pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan 

pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, telaah 

Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan serta tinjauan umum mengenai Kepailitan 

Lintas batas Negara dan tinjauan umum perusahan multinasional. 
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1988), hlm.13. 



 
27 

  

 

 

Bab ketiga mengenai analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat nomor perkara 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. 

Bab Keempat membahas mengenai upaya hukum para Pemohon Pailit atas 

tidak diterimanya permohonan pailit terhadap perusahaan multinasional yang 

menjalankan usahanya di Indonesia.  

Bab Kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran dalam penulisan terkait 

dengan judul karya ilmiah berupa skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasakan uraian yang telah penyusun kemukakan tersebut tentang hal-

hal yang berkaitan dengan Kepailitan, dalam sebuah hasil skripsi mengenai 

pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan pailit terhadap perusahaan 

multinasional di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/ Pailit/ 2002/ PN.Niaga/ 

Jkt.Pst), dapat disimpulkan : 

1.  Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga memutuskan tidak menerima 

permohonan pailit terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co. 

(Australia) Ltd., suatu perusahaan multinasional dari Australia yang 

menjalankan usahanya di Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat 

(4) HIR, Pasal 3 Ab, dan Pasal 100 Rv, yang menyatakan dimana 

permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat kedudukan pihak 

kreditor. Disamping itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Kepailitan yang mengatur mengenai Unsur-unsur 

Kepailitan. Sebab perusahaan tersebut sudah dapat dinyatakan pailit 

sesuai dengan Pasal tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh Hakim Pengadilan Niaga yang tidak menerima 

permohonan pailit tersebut adalah Hakim mempertimbangkan dari 

adanya legalitas agen tunggal The Ostrich Meat & Marketing Co. 

(Australia) Ltd., yaitu PT. Garanti Ostricom Jayatama yang beralamat di 



 
153 

  

 

 

Wisma Tugu Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta 10340 tidak terbukti 

sebagai agen tunggal yang resmi Termohon Pailit di Indonesia dan 

terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan dasar dan pertimbangan 

tersebut, Hakim memutuskan tidak menerima permohonan pailit Para 

Pemohon. Sehingga Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 

1998 tentang Kepailitan yang mengatur mengenai kewenangan 

Pengadilan Niaga mengadili Perusahaan yang tidak berkedudukan di 

Indonesia tidak dapat dilaksanakan. 

2. Upaya Hukum pertama bagi kreditur dalam permohonan yang telah 

ditolak Pengadilan Niaga dapat kembali diajukan permohonan kepailitan 

ke Pengadilan Niaga di Negara Indonesia. Mengingat banyaknya kreditur 

yang belum dibayar utangnya dan Kepailitan yang telah dilaksanakan di 

Negara Australia terhadapat perusahaan TOMM tidak dapat dijalankan di 

wilayah Indonesia. Pengakuan dan  Pelaksanaan putusan  pailit  suatu 

Negara di  negara  lain bergantung pada system HPI yang dianut oleh 

negara yang bersangkutan. Apabila sistem HPI negara tersebut menganut 

prinsip territorial maka putusan pailit yang dijautuhkan di wilayah 

Australia tidak dapat dieksekusi di wilayah hukum negara lain. 

Termasuk Negara Indonesia. Upaya Hukum Alternatif yang dapat 

diambil landasannya dari perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dan 

Negara Australia mengenai Investasi yang menghendaki penyelesaian 

sengketa antara Investor dari para pihak diselesaikan melalui konsultasi 
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dan negosiasi atau dari para pihak memilik jalur arbitrase dari negara 

ketiga untuk menyelesaikan permasalahan. 

B. Saran 

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya 

nmemperhatikan ketentuan lain yang sesuai dengan 

permasalahan yang menjadi pokok perkara. Dalam hal ini 

adalah Hukum Perdata Internasional. Sehingga dapat 

menghasilkan putusan yang sesuai dengan asas keadilan.  

2. Menurut Penulis dalam perkara-perkara yang sama hal yang perlu 

lebih diteliti dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah 

mengenai soal Pilihan  Hukum  (choice  of  law)  sebagaimana  tertera  

dan  tercantum didalam setiap kontrak perjanjian. Kalaupun tidak ada 

dalam kontrak perjanjian. Maka, hakim dalam memutuskan harus 

menggunakan kaidah Hukum Perdata Internasional. 

3. Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah perlunya dilakukan 

penyempurnaan dalam Undang-Undang  Kepailitan  khususnya  

hukum acara terkait dengan adanya keterlibatan debitor asing dalam 

perkara kepailitan lintas batas (cross border insolvency). Dimana perlu 

adanya pembatasan mengenai sejauh mana suatu kegiatan atau 

aktivitas dapat dikategorikan sebagai menjalankan “profesi dan usaha” 

di wilayah negara Republik Indonesia. Disamping itu, perlu adanya 

penekanan mengenai perbedaan Subyek Hukum dalam Negeril dengan 
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Subyek Hukum Luar Negeri yang diatur dalam Undang-undang 

Kepailitan. 
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